KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Setelah mendengar usulan/tanggapan dari Anggota Komisi IX DPR RI dan jawaban dari pihak Pemerintah, kesimpulan dari Rapat Kerja yaitu :
1. Komisi IX DPR RI mendesak DEPNAKERTRANS untuk meningkatkan pengawasan terhadap implementasi asuransi TKI serta merevisi persyaratan claim yang memberatkan TKI terutama untuk pelayanan TKI yang mengalami masalah selama masa penempatan di luar negeri.

2. Komisi IX DPR RI mendukung upaya DEPNAKERTRANS untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui Program Pembangunan Perumahan Pekerja serta mendorong DEPNAKERTRANS untuk mengembangkannya bersama instansi terkait lainnya agar program tersebut bisa menjangkau pekerja dalam jumlah yang lebih besar.

3. Komisi IX DPR RI mendorong DEPNAKERTRANS untuk menyelesaikan seluruh kasus-kasus di daerah transmigrasi antara lain di Desa Transmigrasi Nelayan, Salu, Tambung Majene Sulawesi Barat dan kasus 254 KK warga transmigrasi di Desa Beringin Lestari, Kampar, Riau.

4. Komisi IX DPR RI mendorong DEPNAKERTRANS  agar menginisiasi koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan upaya harmonisasi aturan-aturan hukum yang terkait dengan jaminan dan kepastian hukum pemenuhan hak-hak pekerja dalam kasus-kasus perusahaan yang pailit/bangkrut.

5. Komisi IX DPR RI meminta Menakertrans R.I berkoordinasi dengan Mahkamah Agung untuk merespon keluhan pekerja tentang proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial agar dapat dilakukan secara cepat, tepat, adil murah dan berkepastian hukum sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2004.

6. Komisi IX DPR RI mendorong DEPNAKERTRANS melalukan langkah-langkah antisipatif untuk menyiapkan tenaga kerja  agar dapat memanfaatkan peluang kerja yang terbuka pasca diberlakukannya  Kawasan Khusus Perdagangan Batam, Bintan dan Karimun.

7. Komisi IX DPR meminta DEPNAKERTRANS R.I untuk meningkatkan pengawasan terhadap optimalisasi pemanfaatan fasilitas seluruh BLK di daerah serta meningkatkan kwalifikasi dan standard kurikulum pelatihan agar alumni BLK benar-benar mampu mengisi pasar kerja yang tersedia.

8. Komisi IX DPR RI mendorong DEPNAKERTRANS R.I untuk melakukan sistem antisipasi dan pencegahan dini aksi-aksi hubungan industrial dengan mengintensifkan komunikasi terhadap serikat-serikat pekerja.

9. Komisi IX DPR RI mendorong DEPNAKERTRANS untuk meminimalisasi kesenjangan pembangunan antar wilayah dalam pelaksanaan program-program ketransmigrasian.
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